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:, 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik ,
IndonesiaTahun 1945;

,2. .Undang-Undang Nomor 69 Tahun' 1958 tentang
, Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-
" " daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan' Nusa
: . Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
., /T8huJ?_)958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

"Republik Indonesia Nomor 1655);
_", r" •

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran "''.'~' '
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanaj-;~",~'
telah diubah beberapa kali terakhir dengan lJndang~~': "
Undang Nomor 9 Tahun 291S ..tentang Perubahan.Keduai-,
atas Undang-Undang Nomor-Zd Tahun 20i.1fteritilng,
Pemerintahan Daerah (Leinbaran Negai8::.>f~';-Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahaii'{r:embaran
Negara RePlJ.!>J*Indonesia Nomor 5679); , ,.,~~/~:~:~..

'.' '., {~~/"., ." 0', " ~i~~""pr-f~_~;'_~'~;'--,-'-,---::--:-:----,

.- ,;r '/"*§;/~?~'';,,;:/f' _' ,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ,17 ayat '(2)
Peraturan 'Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
-Pemberian Tunjangan .Hari" Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu dibentuk Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas Bersumber dari Anggaran
Pen~apatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
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1. Daerah adalah Kabupaten Bima,
2. Pemerintah Daerah 'adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai ti~sur

penyelenggara pemerintahan daerah. , , ' -
3. Bupati adalah Bupati Bima. '
4. Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah DPRDKabupaten Bima."
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat .. .

APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengarr ~~,;:",
Peraturan Daerah. ' '" j<-f'_

6. Pegawai.Negeri Sipil yang s~lanjutnya disingkat ~NS adalah w~g~;:~~~aJ~~f::
Indonesia ~~g memenuhi syarat tertentu;. diangkat sebagai ;,P_egawai"
Aparatur Sipil N~~ara secara te~ap oleh pejabat- pembina ~~ep¥gawaian
untuk menduduki jabatan pemenntahan. ' . _:,._":~J'r.;:':,~~:,'-;"

,,0- - \:J~ >.1 , :,,~:, 'd,)JllV
.t.fi":f:> ",4r I --Je''''-tJ- •

, _.~.~_~.r... _ 'r> '-; - - ~ : ,_~:!" ~-- -,~,;.:_.):__~.~::;~~,
/. .'. :~~'~[~~;:.. r .- r ..i:-:rr ~

;;.,::~~~~ •• , • "," '.,' :-;:.-. ,J,' ", _rE~ , . ::;~/./, ' ,;:r/_:':;,'{f<,.,· <'~\'

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1
1: ",.":'

"

BABI
,KETENTUANUMUM

Menetapkan i. PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGANHARI RAYADAN GAJI KETIGA
BELAS BERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATANDAN
'BELANJADAERAHTAHUN2022.

MEMUTUSKAN :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 98, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Berita
Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036~
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas- Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2018 Nomor
157); ,

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja, Daerah
Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022;
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c. PejabatNegara;dan . ,
d. Pimpinandan ~ggotaDP'RD:'- .

(2) Pejabat Negara sebagaimana 'dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah .~
Bupati dan WakilBupati, . . ,:..-:-~i<~"".

. , . . . . paSal4:,.. ." .........• ' ;;.;i;f1::'";-
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksu(Hdai~ ~
Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam:",Pa~cJ.3
ayat (1)huruf a dalam hal: .;;.:;~.~~J!t::,-:..:",

. . 1;'.:'/'" _'_ -'II" •

a. sed¥lg cuti di luar tanggungail':~egaraatau.dengan sebutariSftf{:'~tau
. ;>"; ; ," :/:, ' . ~~::,A~#~~:~r''

. ,. ~,;,~/j •

..~. ~:: _;; \?¥;;crrC:i '
. ..lJ"',~;.«. I"

, ., . ,:

(1) Aparatur Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal2 terdiri atas: .'.
,,' . ,

.'
a. PNSdan CalonPNS;
b. PPPK;'.

. r', .

r/ 'P~sal3

.'
Pemerintah Daerah memberikanTunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas
Tahun 2022>'kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaanj atas
pengabdian ,kepada bangsa dan negara dengan memperhatian kemampuan .
keu8..l}gandaerah. . .

,.- _'
'_,- .

BAB II .
)~~.MBERIANTUl'!JANGANHARIRAYADANGAJIKETIGABELAS

Pasal2

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPKadalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterlma dan dinyatakan dalam bentuk

uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawaiyang ditetapkan
dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau
peraturan perundang-undangan.

10.Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada
pegawaiyang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

11.Surat Permintaan Pembayaran ·yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang' diterbitkan oleh bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

12.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan. oleh pengguna anggaran untuk mencairkari
dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau
dokumen lai? yru:gdipersa~akan. ~ .

13.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh .Bendahara Umum DaerahjKuasa
Bendahara UmumDaerah untuk pengeluaran atas beban APBD.

. .
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; ,c-., tunjangan pan!?ar:t?,
.d,

.~, .
i, ':,',,f:, :"' .•

b. 'tunjangan, keluarga; ,

'~ ...

.'" '

Tunjangan .Hari Raya dan Gaji KetigaBelas bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d paling
banyak eebesarakumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, !

dan' Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan.'
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan
dan administratif Pimpinan dan AnggotaDPRD.

(4);J'unj~gan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas yang anggarannya bersumber
.dari AJ:>BDbagiCalon J:>NS,terdiri atas:
a. 80% (delapan.puluh persen] dari gaji,pokok;

, '(3)

b. tu~jangan keluarga;
c. ,i tunjangan.panganj.dan

. - "

, d. ' tunjangan jabatan.
, , '

a. gaji pokok;

(1) Tu~jangan H~ Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber
dart APBD bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat
(1) huruf a dan hurufb, terdiri atas: _
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

'# - •

e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (limapuluh persen) dengan
memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya,
" (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi' Pejabat Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1)huruf c, terdiri atas:
. -. /" -,. ',-

PasalS

b. ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh ins .
tempat penugasan, tansi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 10 ,", _J ;«~i.~~>:'' ;-

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 'Bel~s' s~b~~!hl{~tki'~
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara penerbitan dan :Jiertg~ju~
.SPp,,SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaiBgl~s;-;-sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ' , ,.:;~"~~,~~?:!;~"~'>',,. , :/l~;i~-,'-.

BAB III
PEMBAYARANTUNJANGANHARIRAYADANGAJIKETIGABELAS

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari
'1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan
hanya 1 (satu)Tunjangan Hari Rayayang nilainya paling besar. '

(2) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari
1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya
1 (satu)yang nilainya paling besar.

._ ~":.

Pasal9

(1) Tunjangan HariRayadan GajiKetigaBelas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2),Tunjangan Hari Raya dan GajiKetigaBelas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dikenakan pajakpenghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ditanggungpemerintah.

Pasal8

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan
paling cepat dalam bulan Juli.

(2) Dalam hal Gaji KetigaBelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)belum
dapat dibayarkan, GajiKetigaBelasdapat dibayarkan setelah bulan Juli.

(3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan didasarkan komponen
penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 7

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan
palmg cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah
tanggal Hari Raya.

(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni mengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan didasarkan
komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan AprilTahun 2022.

Pasal6
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:'BE~ITADAERA~KABUPATENB~MATAHUN2022 NOMOR
_ -

"B,:.M.. TAUFIK HAK.

SEKR1?1'~~S DAERAH KABUPATEN
"li' .. BIM~;_

Bima
l_9: ~- 4 - 2.0~2

, '_Diundangkan di
'-pada tanggal

'_' .. ,;.
.i ; 1~j.IND .

Bima
'9 ": 'i -2.O2.~

Ditetapkan di
pada tanggal _.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-Pasalll

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

- - 6-


